PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
| SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685877; Faksimile (0291) 685625
Laman setda.demakkab.go.id; Pos-el setda@demakkab.go.id

< 7o

NOTA-DINAS
Yth. . SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Dari . PIt. Kepala Bagian Hukum Setda
Tembusan . PIt. Asisten Pemerintahan dan Kesra [,L
Tanggal 3 )'af‘"”‘\ Jozs
Nomor . 180/ 88
Sifat . Segera
Lampiran Do
Hal :  Pengundangan Peraturan Bupati Demak

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan
Bersama dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam
Berita Daerah, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan.

Bersama ini kami sediakan dengan hormat, pengundangan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2021 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon
tandatangan.

Plt. Kegala Bagian Hukum,

Kendar¥ih Iriani, SH.MH ’
Pembina Utama Muda
NIP 197007081995032003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,

USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Kyai Mugni Nomor 1016, Demak, Jawa Tengah 59511,
Telepon (0291) 681604, Faksimile (0291) 681604,
Laman dindagkopukm.demakkab.go.id, Pos-el dindagkopukm@demakkab.go.id

NOTA DINAS
Yth . BUPATI DEMAK
Dari . DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECI} DAN MENENGAH
Tembusan . 1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

2. Pit. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA /7 *
3. Plt. KABAG HUKUM

Tanggal - 15 JANUARI 2025

Nomor . 510/

Sifat . PENTING

Lampiran Do

Hal . MOHON TANDA TANGAN PERBUP PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN
DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Peraturan Bupati Petunjuk
Pelaksanaan Perda Nomor 8 tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL,
bersama ini dengan hormat kami ajukan Naskah Peraturan Bupati Demak tersebut.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon tanda tangan.

KEPALA DINDAGKOP UKM
KABYPATEN DEMAK

N/~

Drs. ISKANDAR ZULKARNAIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196706021993031015



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,

USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Kyai Mugni Nomor 1016, Demak, Jawa Tengah 59511,
Telepon (0291) 681604, Faksimile (0291) 681604,
Laman dindagkopukm.demakkab.go.id, Pos-el dindagkopukm@demakkab.go.id

NOTA DINAS
Yth . BUPATI DEMAK
Dari . DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Tembusan : 1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

2. Pit. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
3. Plt. KABAG HUKUM

Tanggal - 15 JANUARI 2025

Nomor . 510/

Sifat . PENTING

Lampiran -

Hal . MOHON TANDA TANGAN PERBUP PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN
DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Peraturan Bupati Petunjuk
Pelaksanaan Perda Nomor 8 tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL,
bersama ini dengan hormat kami ajukan Naskah Peraturan Bupati Demak tersebut.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon tanda tangan.

KEPALA DINDAGKOP UKM -

KABUPATEN DEMAK

Drs. ISKANDAR ZULKARNAIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196706021993031015
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Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor S Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019
tentang Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan
Masyarakat, (Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2019 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021
tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima,
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021
Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2

W

Daerah adalah Kabupaten Demak.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Demak.

Perangkat Daerah adalah O;gezes-i-&w.ngk&t.ﬂmab.di
lingkuingan Pemerintah Kabupaten-Demak.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Dinas adalah

Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan dan
pemberdayaan PKL di Daerah.



(6)

(7)

(8)

PKL yang memiliki Izin PKL dilarang berjualan di Lokasi
Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jika PKL yang memiliki Izin PKL, berjualan di Lokasi
Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Izin PKL nya
dapat dicabut.

Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Keputusan Bupati.

Pasal 8

Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Lokasi
Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun atau sewaktu-sewaktu sesuai kebutuhan.

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

BAB III
PENDATAAN PKL

Pasal 9

Pendataan PKL dilakukan berdasarkan:

a. identitas PKL;

b. lokasi PKL;

c. jenis tempat usaha,;

d. bidang usaha; dan

e. modal usaha.

Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai dasar untuk penataan PKL.

Pasal 10

Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf a berdasarkan identitas pribadi PKL.
Identitas pribadi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu
keluarga atau dokumen kependudukan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Identitas pribadi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikategorikan sebagai berikut:
a. PKL yang memiliki kartu tanda penduduk Daerah; gfmn
b. PKL yang memiliki kartu tanda penduduk selain
Kabupaten Demak yang berdomisili di wilayah V
Kebupatemr—Demade, dibuktikan dengan  surat
keterangan dari pemerintah desa/kelurahan setempat
sesuai domisilinyaj
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PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima, perlu disusun petunjuk pelaksanaan
sebagai pedoman teknis pelaksanaan penataan dan
pemberdayaan pedagang kaki lima;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang
Koordinasi Penataan dan Penyelenggaraan Pedagang Kaki
Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 291);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Demak (lembaran Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);



Menetapkan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 35
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019
tentang Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan
Masyarakat, (Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2019 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021
tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima,
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021
Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Demak.

4\ Perangkat Daerah yeng-selenjutnya—disingkatPB adalah
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Demak.

5. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

VI‘< ‘Eﬁzen Demak yang selanjutnya disebut Dinas adalah
%ﬂ“‘\ yang membidangi urusan penataan dan
pemberdayaan PKL di Kebupaterr Demak.

G-



10.

11.

12.

13.

14.

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL
adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan
dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun
tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas
sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik
pemerintah dan/atau swasta yang bersifat
sementara/tidak menetap.

Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan
untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban
dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan
kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi,
keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara
sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan
pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu
tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas
usahanya.

Izin Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Izin
PKL, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang
ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL
sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan
pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan
Pemerintah Daerah.

Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL
yang berada di lahan dan/atau bangunan milik
Pemerintah Daerah dan/atau swasta.

Lokasi Permanen Pedagang Kaki Lima (Zona Hijau/Zona
Zero Growth Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut
Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona Zero Growth PKL)
adalah lokasi-lokasi yang telah dibatasi jumlah PKL nya
dan tidak boleh ada penambahan jumlah PKL di lokasi
tersebut.

Lokasi Sementara Pedagang Kaki Lima (Zona Kuning
Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi
Sementara PKL (Zona Kuning PKL) adalah lokasi-lokasi
yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL dengan
dibatasi oleh batas waktu buka usaha pada jam - jam yang
telah ditentukan. _

Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan
peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah
daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.

Lokasi larangan Pedagang Kaki Lima (Zona Merah/Zona
Bersih Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut
Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL)
adalah kawasan ruang wilayah perkotaan yang tidak
diperbolehkan untuk PKL berjualan.



BAB II
PENETAPAN LOKASI PKL

Pasal 2

Lokasi PKL terdiri atas:

a.
b.

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(4)

Lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 3

Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf a merupakan Lokasi Binaan.

Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

terdiri atas:

a. Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona Zero Growth
PKL); dan

b. Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL).

Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b merupakan

lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud dedenr—Pasat—3— P)-u

ayat (1) ditetapkan mKeputusan Bupati.

Pasal 4

Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona Zero Growth PKL)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a
merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan
sebagai tempat usaha.

Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona Zero Growth PKL)
sebagaimana dimaksud
dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana prasarana
antara lain berupa fasilitas listrik, air, tempat
pembuangan sampah sementara (TPS) dan toilet umum.
Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona Zero Growth PKL)
sebagaimana dimaksud dalam-—Pesel-3—eyat{2)-hurui a,
diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat jenis
dagangan promosi dan produksi unggulan Daerah.

PKL yang menempati Lokasi Permanen PKL (Zona
Hijau/Zona Zero Growth PKL) sebagaimana dimaksud

dalam—Pasat—S—ayat—{2)hurafa harus aktif berjualan di
lokasi yang d1tempat1nya
Dinas Perdagang i J i eneng

Ka-bﬁ-pe-ten—D-emak member1kan pendampmgan kepada
PKL yang menempati Lokasi Permanen PKL (Zona

Hijau/Zona Zero Growth PKL) sebagaimana dimaksud

determ—Pasat-3ayat(2)-huruf-a, yang tidak aktif berjualan

di lokasi yang ditempatinya.

- w&;ﬂ' Cs:
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(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

(5)

Jika PKL yang menempati Lokasi Permanen PKL (Zona
Hijau/Zona Zerc Growth PKL) sebagaimana dimaksud
dalam—Pasal-3-ayat—{2)-huraf—a tidak aktif berjualan di
lokasi yang ditempatinya sekurang-kurangnya dalam 1
(satu) bulan terakhir maka Izin PKL-nya dapat dicabut dan
tempat usahanya dapat diberikan kepada PKL yang lain.

Pasal 5

Lokasi sementara PKL (Zona Kuning PKL) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan
lokasi tempat berjualan PKL yang waktu buka usahanya
dibatasi pada jam yang telah ditentukan.

Lokasi sementara . (Zona Kuning PKL) sebagaimana
) ‘Ez M/é UE I ‘b di

dimaksud dipasang rambu

yang mengatur jam , yang telah ditentukan untuk

berjualan. \,)

Ul

PKL yang menempati bkasi Binaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan PKL yang
memiliki Izin PKL yang dikeluarkan oleh Dinas.

PKL yang sudah menempati salah satu lokasi binaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang
berjualan selain di {c.)kasi &naan tersebut.

Pasal 7

Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan Lokasi
Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL).

Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kawasan
ruang di sepanjang pinggiran dan/atau bahu jalan raya
maupun area di atas trotoar di ruang publik.

Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang
papan rambu tanda larangan berjualan untuk PKL.

Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
apabila ada acara/event tertentu yang diselenggarakan
oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah
atau swasta berdasarkan izin dari Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dibidang
ketentraman dan ketertiban umum.

Penyelenggaraan acara/event tertentu oleh swasta
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mempunyai
izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

phe *7

#
Ci)



(6) PKL yang memiliki Izin PKL dilarang berjualan di Lokasi
Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(7) Jika PKL yang memiliki Izin PKL, berjualan di Lokasi
Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Izin PKL nya
dapat dicabut.

(8) Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dﬁi
Keputusan Bupati.

Pasal 8

Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Lokasi

Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana

dimaksud dalam Pasa;‘ 7 paling sedikit 1 (satu) kali dalam &)
i (satu) tahun atau sewaktu-sewaktu sesuai kebutuhan.

BAB III
PENDATAAN PKL

Pasal 9

(1) Pendataan PKL dilakukan berdasarkan:
a. identitas PKL;
b. lokasi PKL;
c. jenis tempat usaha;
d. bidang usaha; dan
e. modal usaha.
(2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai dasar untuk penataan PKL.

Pasal 10

(1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf a berdasarkan identitas pribadi PKL.

(2) Identitas pribadi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu
keluarga atau dokumen kependudukan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Identitas pribadi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikategorikan sebagai berikut:

a. PKL yang memiliki kartu tanda penduduk Daerah;

b. PKL yang memiliki kartu tanda penduduk selain
Kabupaten Demak yang berdomisili di wilayah
Kabupaten Demak, dibuktikan dengan surat
keterangan dari pemerintah desa/kelurahan setempat
sesuai domisilinya;



(1)
(2)

(3)

(4)

()

(1)

Pasal 11

Setiap PKL wajib memiliki Izin PKL,

PKL mengajukan permohonan Izin PKL kepada Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah.
Izin PKL berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal
diterbitkan dan dapat diperpanjang.

Dalam hal masa berlaku Izin PKL yang sudah habis, PKL
mengajukan permohonan perpanjangan Izin PKL kepada
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan, koperasi, dan usaha
kecil menengah.

Pelanggaran terhadap kewajiban memiliki Izin PKL
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi
administrasif berupa:

a. teguran lisan; dan

b. teguran tertulis.

Pasal 12

Permohonan Izin PKL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) minimal harus melampirkan berkas
permohonan sebagai berikut:

a. kartu tanda penduduk;

b. kartu tanda anggota paguyuban PKL;

c. pas photo terbaru pemohon berwarna ukuran 4 x 6
cm sebanyak 2 (dua) lembar;

d. mengisi formulir yang memuat tentang:

1. nama;

2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
3. bidang usaha yang dimohon;

4. tempat usaha yang dimohon;

5. waktu usaha;

6. perlengkapan yang digunakan; dan

7. jumlah modal usaha.

e. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki
tempat usaha;

f.  mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk
menjaga keindahan, ketertiban, keamanan,
kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas
umum; dan

g. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:

1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi
serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
3. tidak memindahtangankan Surat Izin PKL kepada
ithak lain; dan



(2)

4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau
menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut
ganti rugi dalam bentuk apapun apabila:

a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan
atau dikembalikan kepada fungsinya,

b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan;
dan

c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi
usaha kecil.

h. Surat pengantar atau keterangan domisili dari Kepala
Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat dimana
lokasi PKL dimohon.

Formulir permohonan Izin PKL sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
UKURAN TEMPAT USAHA PKL

Pasal 13

Jenis tempat usaha PKL dan ukurannya adalah sebagai
berikut:

a.

b.

=

(2)

gelaran dengan ukuran maksimal 2 (dua) x 5 (lima) meter
atau paling luas 10 (sepuluh) meter persegi;

lesehan dengan ukuran maksimal 2 (dua) x 5 (lima) meter
atau paling luas 10 (sepuluh) meter persegi;

tenda dengan ukuran maksimal 2 (dua) x 5 (lima) meter
atau paling luas 10 (sepuluh) meter persegi;

shelter dengan ukuran maksimal 2 (dua) x 5 (lima) meter
atau paling luas 10 (sepuluh) meter persegi;

gerobak dengan ukuran paling panjang 1,5 (satu koma
lima) meter, lebar 1 (satu) meter dan paling tinggi
1,50 (satu koma lima) meter.

kendaraan roda 2 (dua);

kendaraan roda 3 (tiga); dan

kendaraan roda 4 (empat).

BAB V
PEMINDAHAN PKL

Pasal 14

PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan
dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke
tempat/lokasi yang sesuai peruntukannya.
Pemindahan/relokasi PKL sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk mengembalikan fungsi lokasi sesuai
peruntukannya dan meningkatkan fungsi sarana.

Sebelum dilakukan relokasi PKL, Pemerintah Daerah
melaksanakan pendataan PKL dan sosialisasi kepada PKL.



(4)

PKL yang akan direlokasi ke tempat baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan PKL yang telah terdata
di lokasi sebelumnya dan diutamakan yang mempunyai
Izin PKL.

Pemindahan lokasi PKL dilakukan berdasarkan lokasi
yang telah ditetapkan untuk PKL.

BAB VI
PEREMAJAAN LOKASI PKL

Pasal 15

Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi

PKL pada Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona Zero

Growth PKL) untuk meningkatkan fungsi prasarana,

sarana dan utilitas kota serta kualitas lingkungan.

Mekanisme dan tata cara Peremajaan lokasi PKL

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai

berikut:

a. Dinas mengadakan sosialisasi tentang rencana
peremajaan lokasi PKL sekurang-kurangnya 2 (dua)
bulan sebelum waktu peremajaan;

b. Dinas melakukan pendataan terhadap seluruh PKL
yang menempati lokasi yang akan diremajakan;

c. Dalam hal peremajaan yang akan dilakukan
berdampak pada kegiatan usaha PKL, Dinas
menyiapkan lokasi tempat usaha PKL pengganti
sementara;

d. Dinas melakukan peremajaan lokasi PKL;

e. Setelah peremajaan selesai, Dinas menempatkan
kembali PKL ke lokasi semula,;

f. PKL yang menempati lokasi pengganti sementara wajib
menempati kembali lokasi PKL semula paling lama 3
(tiga) bulan setelah selesai peremajaan;

g. PKL yang tidak bersedia pindah ke lokasi PKL semula
sebagaimana dimaksud dalam huruf f, akan dikenai
sanksi administratif; dan

h. Pada lokasi peremajaan lokasi PKL dipasang papan
informasi jangka waktu proses peremajaan.

BAB VII
PENGHAPUSAN LOKASI PKL

Pasal 16
PKL yang menempati lokasi yang sesuai dengan
peruntukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1)
dapat dilakukan pemindahan dan penghapusan PKL.



(2)

Mekanisme penghapusan lokasi PKL sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Dinas melakukan pendataan terhadap seluruh PKL
yang menempati lokasi PKL yang akan dihapus;

b. Dinas melakukan sosialisasi tentang rencana
penghapusan lokasi PKL paling lama 2 (dua) bulan
sebelum waktu penghapusan;

c. Dinas menyiapkan lokasi tempat usaha PKL pengganti
lokasi PKL yang akan dihapus, paling lama 1 (satu)
bulan sesudah menyiapkan lokasi pengganti.

Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
Dalam melakukan pembinaan dan  pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upati
mendelegasikan kepada Dinas.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pendataan PKL;

b. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan
pemberdayaan PKL;

c. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;

d. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan
pemberdayaan PKL;

e. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;

f. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan
masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL;
dan

g. monitoring dan evaluasi.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. kevalidan data PKL;

b. pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan dan
pemberdayaan PKL.

c. kelancaran pelaksanaan sosialisasi kebijakan tentang
penataan dan pemberdayaan PKL;

d. pengawasan terhadap pelaksanaan bimbingan teknis,
pelatihan, supervisi kepada PKL;

e. pengawasan terhadap kemitraan dengan dunia usaha
dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan
PKL; dan

f. pengawasan terhadap ketertiban, kebersihan dan
kepatuhan PKL di lokasi binaan PKL.



BAB IX
PENGHARGAAN PKL

Pasal 18

(1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada PKL yang
melaksanakan kewajiban dan menjalankan peraturan
yang berlaku serta menjaga ketertiban, melakukan inovasi
dan melestarikan lingkungan hidup.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:

a. pemberian bantuan sarana prasarana perdagangan;
b. diikutkan dalam pameran, expo dan bazar; atau
c. piagam penghargaan.

(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan

Daerah.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

NO JABATAN PARAF BUPATI DEMAK,
1 | SEKDA
2 | Plt. ASISTEN I
3 | Plt. KABAG HUKUM
4 | KA DINDAGKOP EIST’ANAH
UKM

Diundangkan di Demak

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN

SURAT IZIN PEDAGANG KAKI LIMA

A.FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PEDAGANG KAKI LIMA

Voo~ NIOOH W

—
= O

. Permohonan Izin Baru *)

. Permohonan Pendaftaran ulang

. Jenis tempat Usaha
. Waktu usaha

. Modal Usaha

. Luas tempat usaha
. Tempat usaha PKL

Kepada Yth.:
KEPALA DINDAGKOP UKM DEMAK
Di

DEMAK
Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Surat Izin

Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Perubahan Izin *)

IDENTITAS PEMILIK / PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB

Nama =
Alamat/tempat tinggal =
Tempat Tanggal lahir S e A s R e W i
Nomor telp/HP
Nomor KTP
Nomor KK

Bidang usaha

..................................................
-------------------------------------------------
..............................................
.................................................
................................................

.................................................
.................................................
---------------------------------------------------

yang dimohon

-------------------------------------------------

Sebagai pertimbangan bersama ini saya melampirkan persyaratan, sebagai
berikut:

1,

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;



N

Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (bagi PKL yang menggunakan

kendaraan bermotor);

Foto Copy Kartu Tanda Anggota Paguyuban PKL;

Surat Keterangan Domisili Usaha;

Pas Foto berwaran 4x6 sebanyak 2 lembar;

Surat pernyataan, yang berisi:

a. Surat pernyataan memailiki/belum memiliki tempat usaha *);

b. Surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban,
Keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum;

c. Tidak memperdagangkan barang ilegal,;

d. Tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas
yang ada di tempat atau lokasi; 7

e. Tidak memindah tangankan Surat Izin Pedagang Kaki Lima kepada
pihak lain;
' o ey

o Ul Ao

f. Kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan
tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun
apabila:
1.Lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau

dikembalikan kepada fungsinya;
2. Lokasi usaha tidak di tempati selama satu bulan,;
3. Setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

Demikian Surat permohonan Surat Izin Pedagang Kaki Lima ini, Kami
Buat dan isi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data
atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu kami
menyatakan bersedia untuk dicabut Surat Izin Pedagang Kaki Lima yang telah

diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pemohon

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu



B. FORMAT SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA

AR e

SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap B 8 e B 0 R A R B € B s
Tempat, Tanggal lahir D e e e e R L A
Jenis Kelamin T s s s i s 1 o B AP VA AR
Nomor Identitas (KTP) o vk e i 4 e e e o P e
Alamat / Telepon D e o e 5 S R B A
Lokasi PKL Yang Dimochon w5 i S S 8

Dengan ini menyatakan belum memiliki tempat usaha di wilayah

Kabupaten Demak untuk saya gunakan sebagai tempat dagang.

Apabila surat pernyataan ini tidak benar, saya bersedia diberikan sanksi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat

digunakan sebagaimana mestinya.

DEmAK, ...ovossessseseesrisesscinesnns s covss wxs
Yang membuat pernyataa

S
[

Materai
Rp10.000

.................................

Tanda tangan , nama terang
dan ditempeli materai secukupnya



C. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

1. Nama Lengkap i i R 5 T W N A 0 I R A
2. Tempat Tanggal Lahir R o 1 6 A X 068 TS e N R 8
3. Jenis Kelamin it 3 4 i 0 5 5 31 0 5 0
4. Nomor Identitas (KTP) B o i e o 1 55 T A e
5. Alamat / Telepon B o 0 45 1 0 150 0 5 s i e R B A e

6.Lokasi PKL Yang Dimohon B B T T A L2 5 8 38

Dengan ini menyatakan SANGGUP untuk menjaga keindahan, ketertiban,
keamanan, kebersihan dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum ditempat
atau lokasi PKL tempat saya berdagang di wilayah Kabupaten Demak.

Apabila saya melanggar surat pernyataan ini, saya bersedia diberikan
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan

Materai
Rp.10.000

................................

Tanda tangan, nama terang
dan ditempeli materai secukupnya



D.

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN LAINNYA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN LAINNYA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

1.
2.
3.
4.
S.

Nama Lengkap 0 0 0 1w 5 5 8 59 e e
Tempat Tanggal Lahir a8 0 S e R 8 R X D o e e B
Jenis Kelamin L et eeeaeaeaeaeberere et renenenaans
Nomor Identitas (KTP) B 0w e 5 0 3 o 0 5
Alamat / Telepon 3 e o e 5 R B w98 K 4 8 e

6.Lokasi PKL Yang DIimoOhON  : ........ccouveemmoeeeeseiieeeeooeo

Dengan ini menyatakan SANGGUP untuk :

1.
2.

3.

4.

Tidak memperdagangkan barang ilegal
Tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada
ditempat atau lokasi PKL
Tidak memindah tangankan Surat Izin Pedagang Kaki Lima kepada pihak
lain.
Mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL tanpa
menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila :
a. Lokasi dimaksud sewaktu - waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan
kepada fungsinya;
b. Lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan;
c. Setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
Apabila saya melanggar surat pernyataan ini, saya bersedia diberikan sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, ......ocoovvveeinanannnn.,
Yang membuat pernyataan

Materai
Rp.10.000

..............

Tanda tangan, nama terang
dan ditempeli materai secukupnya

NO JABATAN PARAF BUPATI DEMAK,
1 | SEKDA
2 | Pit. ASISTEN I
3 | Plt. KABAG HUKUM
4 | KA DINDAGKOP EIST’ANAH
UKM
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PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima, perlu disusun petunjuk pelaksanaan
sebagai pedoman teknis pelaksanaan penataan dan
pemberdayaan pedagang kaki lima;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang
Koordinasi Penataan dan Penyelenggaraan Pedagang Kaki
Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 291);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Demak (lembaran Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);
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8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019
tentang Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan
Masyarakat, (Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2019 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021
tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima,
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021
Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Demak.

Perangkat Daerah yang-sclanjatnye—distgkat—PB adalah s)
; S | e : e
Kabupaten Demak,

5. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Dinas adalah {‘f"‘?
OPP- yang membidangi urusan penataan dan
pemberdayaan PKL di Kabupaten Demak.

o
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10.

11.

12,

13.

14.

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL
adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan
dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun
tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas
sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik
pemerintah dan/atau swasta yang bersifat
sementara/tidak menetap.

Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan
untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban
dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan
kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi,
keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara
sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan
pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu
tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas
usahanya.

Izin Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Izin
PKL, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang
ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL
sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan
pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan
Pemerintah Daerah.

Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL
yang berada di lahan dan/atau bangunan milik
Pemerintah Daerah dan/atau swasta.

Lokasi Permanen Pedagang Kaki Lima (Zona Hijau/Zona
Zero Growth Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut
Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona Zero Growth PKL)
adalah lokasi-lokasi yang telah dibatasi jumlah PKL nya
dan tidak boleh ada penambahan jumlah PKL di lokasi
tersebut.

Lokasi Sementara Pedagang Kaki Lima (Zona Kuning
Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi
Sementara PKL (Zona Kuning PKL) adalah lokasi-lokasi
yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL dengan
dibatasi oleh batas waktu buka usaha pada jam - jam yang
telah ditentukan.

Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan
peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah
daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.

Lokasi larangan Pedagang Kaki Lima (Zona Merah/Zona
Bersih Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut
Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL)
adalah kawasan ruang wilayah perkotaan yang tidak
diperbolehkan untuk PKL berjualan.
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BAB II
PENETAPAN LOKASI PKL

Pasal 2

Lokasi PKL terdiri atas:

a.
b.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
lpkasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 3

Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf a merupakan lgkasi inaan.

Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

terdiri atas:

a. Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona Zero Growth
PKL); dan

b. Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL).

Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b merupakan

lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 4

Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona Zero Growth PKL)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a
merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan
sebagai tempat usaha.

Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona Zero Growth PKL)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a,
dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana prasarana
antara lain berupa fasilitas listrik, air, tempat
pembuangan sampah sementara (TPS) dan toilet umum.
Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona Zero Growth PKL)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a,
diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat jenis

¢

()
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dagangaz ’Eer'(‘)‘;‘nrg's\l dan produksi unggulan 9aerah.

Lokasi PKL (Zona Kuning PKL) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan
lokasi tempat berjualan PKL yang waktu buka usahanya

dibatasi pada jam yang telaB %tﬁntukan.
Lokasi ‘k (Zona Kuning PKL)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf b dipasang rambu yang mengatur jam yang telah
ditentukan untuk berjualan.

PKL yang menempati lokasi NI‘Di aan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ada.l.g% §'KL yang memiliki
Izin PKL yang dikeluarkan oleh Dinas, Perdegangan,
K | Usaha Kecil danM g . e
PKL yang sudah menempati salah satu lokasi binaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang
berjualan selain di lokasi binaan tersebut.




PKL yang menempati Lokasi Permanen PKL (Zona
Hijau/Zona Zero Growth PKL) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus aktif berjualan di
N"«'A) lokasi yang ditempatinya.
¢ ( Dinas

{) K&bu'pa-terr-cha-k memberlkan pendampingan kepada
\ ‘h\ \-’(« PKL yang menempati Lokasi Permanen PKL (Zona
e\'\ w Hijau/Zona Zero Growth PKL) sebagaimana dimaksud
ﬁ (' dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, yang tidak aktif berjualan

}w di lokasi yang ditempatinya.
(lﬁ Jika PKL yang menempati Lokasi Permanen PKL (Zona
Hijau/Zona Zero Growth PKL) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a tidak aktif berjualan di
lokasi yang ditempatinya sekurang-kurangnya dalam 1
(satu) bulan terakhir maka Izin PKL-nya dapat dicabut dan
N tempat usahanya dapat diberikan kepada PKL yang lain.

‘]’\‘M /— (11) Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
|\ ({ M»» (,\) ) p g p

W parsats- (W4
Yok JeAran V ?
(1) Lokasi PKL yang—brican peruntukannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan lgkas1
Agrangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL).

(2) Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kawasan
ruang di sepanjang pinggiran dan/atau bahu jalan raya
maupun area di atas trotoar di ruang publik.

(3) Remta Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang
papan rambu tanda larangan berjualan untuk PKL.

(4) Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
apabila ada acara/event tertentu yang diselenggarakan
oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemeri tah Daerah
atau swasta berdasarkan izin dari Setpel-PR= [ 7’ "‘Zﬁr’

(5) Penyelenggaraan acara/event tertentu oleh swasta
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mempunyai
izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan H)
peraturan perundang-undangan yeag-besrledes.

(6) PKL yang memiliki Izin PKL dilarang berjualan di Lokasi
Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Wf

(7) Jika PKL yang memiliki Izin PKL, berjualan di Lokasi U,
Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Izin PKL nya
dapat dicabut.

(8) Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.



" asrsiv %sebagalmana dimaksud pade—ayat—{i dakee
M .selm:agﬁu;aﬂgﬁya dalam l@atu) tahun atau sewaktu-

(1)

(1)

(2)

(3)

evaluasi terhadap Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona
sewaktu sesuai kebutuhan.

BAB III
PENDATAAN PKL

Pasal d)

Pendataan PKL dilakukan berdasarkan:

a. identitas PKL;

b. lokasi PKL;

c. jenis tempat usaha;

d. bidang usaha; dan

e. modal usaha.

Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai dasar untuk penataan PKL.

Pasal F \D

Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ayat (1) huruf a berdasarkan identitas pribadi PKL.
Identitas pribadi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu
keluarga atau dokumen kependudukan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Identitas pribadi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikategorikan sebagai berikut:

a. PKL yang memiliki kartu tanda penduduk Daerah;

b. PKL yang memiliki kartu tanda penduduk selain
Kabupaten Demak yang berdomisili di wilayah
Kabupaten Demak, dibuktikan dengan surat
keterangan dari pemerintah desa/kelurahan setempat
sesuai domisilinya;

BAB IV
PERIZINAN PKL

Pasal § Y

Setiap PKL wajib memiliki Izin PKL.
PKL mengajukan permohonan Izin PKL kepada Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah.
Izin PKL berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal
diterbitkan dan dapat diperpanjang.

MWWMW a
(PKL)_Kabupeaterr Denraie 'élakukan monitoring dan
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(4)

(5)

(1)

Dalam hal masa berlaku Izin PKL yang sudah habis, PKL
mengajukan permohonan perpanjangan Izin PKL kepada
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan, koperasi, dan usaha
kecil menengah.

Pelanggaran terhadap kewajiban memiliki Izin PKL
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi
administrasif berupa:

a. teguran lisan; dan

b. teguran tertulis.

Pasal® \L

Permohonan Izin PKL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal w ayat (2) minimal harus melampirkan berkas
permohonan sebagai berikut:

a. kartu tanda penduduk;

b. kartu tanda anggota paguyuban PKL;

c. pas photo terbaru pemohon berwarna ukuran 4 x 6
cm sebanyak 2 (dua) lembar;

d. mengisi formulir yang memuat tentang:

nama;

alamat/tempat tinggal/lama tinggal,

bidang usaha yang dimohon;

tempat usaha yang dimohon;

waktu usaha;

perlengkapan yang digunakan; dan

jumlah modal usaha.

e. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki
tempat usaha,;

f. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk
menjaga keindahan, ketertiban, keamanan,
kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas
umum; dan

g. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:

tidak memperdagangkan barang ilegal,

tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi

serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;

3. tidak memindahtangankan Surat Izin PKL kepada
pihak lain; dan

4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau
menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut
ganti rugi dalam bentuk apapun apabila:

a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan
atau dikembalikan kepada fungsinya;

b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan;
dan

c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi
usaha kecil.

R o o
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(2)

h. Surat pengantar atau keterangan domisili dari Kepala
Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat dimana
lokasi PKL dimohon.

Formulir permohonan Izin PKL sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
UKURAN TEMPAT USAHA PKL

Pasal ¥ | '}

Jenis tempat usaha PKL dan ukurannya adalah sebagai
berikut:

a.

b.

5 09

(2)

(3)

(4)

(S)

gelaran dengan ukuran maksimal 2 (dua) x 5 (lima) meter
atau paling luas 10 (sepuluh) meter persegi;

lesehan dengan ukuran maksimal 2 (dua) x 5 (lima) meter
atau paling luas 10 (sepuluh) meter persegi;

tenda dengan ukuran maksimal 2 (dua) x 5 (lima) meter
atau paling luas 10 (sepuluh) meter persegi;

shelter dengan ukuran maksimal 2 (dua) x 5 (lima) meter
atau paling luas 10 (sepuluh) meter persegi;

gerobak dengan ukuran paling panjang 1,5 (satu koma
lima) meter, lebar 1 (satu) meter dan paling tinggi
1,50 (satu koma lima) meter.

kendaraan roda 2 (dua);

kendaraan roda 3 (tiga); dan

kendaraan roda 4 (empat).

BAB V
PEMINDAHAN PKL

Pasal l

PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan
dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke
tempat/lokasi yang sesuai peruntukannya.
Pemindahan/relokasi PKL sebagaimana dimakstl»cbs éada
ayat (1) untuk mengembalikan fungsi suai
peruntukannya dan meningkatkan fungsi sarana.

Sebelum dilakukan relokasi PKL, Pemerintah Daerah
melaksanakan pendataan PKL dan sosialisasi kepada PKL.
PKL yang akan direlokasi' ke tempat baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) PKL yang telah terdata di
lokasi sebelumnya dan diutamakan yang mempunyai Izin
PKL.

Pemindahan lokasi PKL dilakukan berdasarkan lokasi
yang telah ditetapkan untuk PKL.



(1)

(2)

(1)

BAB VI
PEREMAJAAN LOKASI PKL

Pasal lg‘

Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi
PKL pada Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona Zero
Growth PKL) untuk meningkatkan fungsi prasarana,
sarana dan utilitas kota serta kualitas lingkungan.
Mekanisme dan tata cara Peremajaan lokasi PKL
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai
berikut:

a. Dinas Perdegangan—Keperasi—Usaha—Keett—dan—
Menengah—Kabupaten—DBemak mengadakan sosialisasi

tentang rencana peremajaan lokasi PKL sekurang-
kurangnya 2 (dua) bulan sebelum waktu peremajaan;

b. Dinas PRerdagangen,—Koperasi,—Usaha—Keet—d=T
Menengah Kabupaten—BDemak melakukan pendataan
terhadap seluruh PKL yang menempati lokasi yang
akan diremajakan;

c. Dalam hal peremajaan yang akan dilakukan
berdampak pada kegiatan usaha PKL, Dinas

Perdagangan, Koperasi, lsaha Kecil dan Menengah
kebupaten—Bemralke menyiapkan lokasi tempat usaha
PKL pengganti sementara,;

d. Dinas PRerdegengen,—Kaoperasi_Usaha Kecil—daa-
Menengah-Kabupaten—Demak melakukan peremajaan

lokasi PKL;

e. Setelah peremajaan selesai, Dinas Rerdagangan,
Koperasi—Usatra—Kecit—dan—Menengah Kabupaten-
Demek menempatkan kembali PKL ke lokasi semula;

f. PKL yang menempati lokasi pengganti sementara wajib
menempati kembali lokasi PKL semula paling lama 3
(tiga) bulan setelah selesai peremajaan;

g. PKL yang tidak bersedia pindah ke lokasi PKL semula
sebagaimana dimaksud dalam huruf f, akan dikenai
sanksi administratif; Aun

h. Pada lokasi peremajaan lokasi PKL dipasang papan
informasi jangka waktu proses peremajaan.

BAB VII
PENGHAPUSAN LOKASI PKL

Pasal té

PKL yang menempati lokasi yang sesuai dengan
peruntukannya sebagaimana diatur dalam Pasal dapat
dilakukan pemindahan dan penghapusan PKL. lff“‘(/‘)



(2) Mekanisme penghapusan lokasi PKL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
lakukan pendataan terhadap seluruh PKL yang
menempati lokasi PKL yang akan dihapus;
b 0r';l‘i;lakukan sosialisasi tentang rencana penghapusan
lokasi PKL paling lama 2 (dua) bulan sebelum waktu
nghapusan
9 n"? nyiapkan lokasi tempat usaha PKL pengganti lokasi
PKL yang akan dihapus, paling lama 1 (satu) bulan
sesudah menyiapkan lokasi pengganti.
(3) Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal i

(1) Bupati melakukan«fembinaan dan%ngawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa_:
a. pendataan PKL;

(.'\:) QJ\W\ b. sosialisasi  kebijakan tentang penataan dan
mlaa s pemberdayaan PKL;
N\Vf"""' &P‘ ‘l‘“’ﬂ" c. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
‘« o d. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan

pemberdayaan PKL;

bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan
masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL;

Ryypie=
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g. monitoring dan evaluasi.

rdagangan koperasi, usaha kecil menéengah.
(4') (@ Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. kevalidan data PKL;
b. pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan dan
pemberdayaan PKL.
c. kelancaran pelaksanaan sosialisasi kebijakan tentang
penataan dan pemberdayaan PKL;
d. pengawasan terhadap pelaksanaan bimbingan teknis,
pelatihan, supervisi kepada PKL;
e. pengawasan terhadap kemitraan dengan dunia usaha
dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan
PKL; dan




f. pengawasan terhadap Kketertiban, kebersihan dan
kepatuhan PKL di lokasi binaan PKL.

BAB IX
PENGHARGAAN PKL

Pasal 18

(1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada PKL yang
melaksanakan kewajiban dan menjalankan peraturan
yang berlaku serta menjaga ketertiban, melakukan inovasi
dan melestarikan lingkungan hidup.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa:
a. pemberian bantuan sarana prasarana perdagangan;
b. diikutkan dalam pameran, expo bazar; atau

c. piagam penghargaan.
(3)(){enghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <dapat-

o

disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal l

Peraturan Bupati ini mulai’ berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak

pada tanggal
NO JABATAN PARAF BUPATI DEMAK,
1 | SEKDA
2 | Plt. ASISTEN I
3 | Plt. KABAG HUKUM
4 | KA DINDAGKOP EIST’ANAH
UKM

Diundangkan di Demak

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN
SURAT IZIN PEDAGANG KAKI LIMA

A.FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PEDAGANG KAKI LIMA

Kepada Yth.:
KEPALA DINDAGKOP UKM DEMAK
Di

DEMAK

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Surat Izin
Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

1. Permohonan Izin Baru *)

2. Permohonan Pendaftaran ulang
Perubahan Izin *)

I. IDENTITAS PEMILIK / PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB

Nama 6 K RN RS 0 B BB B
Alamat/tempat tinggal S 50 R T 0 48 s e e R
Tempat Tanggal lahir f dtktdniona s e m v nm e s s s s s e m 200 0 g 0
Nomor telp/HP 8 P o v e o v Y
Nomor KTP § i min s mavnin s e e e e 5 R
Nomor KK § ki e o
Bidang usaha R b R Y e § G B S S v e s
. Jenis tempat Usaha B 00 58 ks e s e o 2 e 0
. Waktu usaha B o s v e e s o e s
. Modal Usaha e
. Luas tempat usaha e
. Tempat usaha PKL
yang dimohon e

R Ll

P
— O O 03

-

Sebagai pertimbangan bersama ini saya melampirkan persyaratan, sebagai
berikut:
1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;



2. Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (bagi PKL yang menggunakan
kendaraan bermotor);

R

Foto Copy Kartu Tanda Anggota Paguyuban PKL;
Surat Keterangan Domisili Usaha;

Pas Foto berwaran 4x6 sebanyak 2 lembar;
Surat pernyataan, yang berisi:

a.
b.

Surat pernyataan memiliki/belum memiliki tempat usaha *);

Surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban,
Keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum;
Tidak memperdagangkan barang ilegal;

Tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas
yang ada di tempat atau lokasi;

. Tidak memindah tangankan Surat Izin Pedagang Kaki Lima kepada

pihak lain;

Kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan

tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun

apabila:

1. Lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau
dikembalikan kepada fungsinya;

2. Lokasi usaha tidak di tempati selama satu bulan;

3. Setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

Demikian Surat permohonan Surat Izin Pedagang Kaki Lima ini, Kami
Buat dan isi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data
atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu kami
menyatakan bersedia untuk dicabut Surat Izin Pedagang Kaki Lima yang telah
diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pemohon

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu



B. FORMAT SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA

B ol

SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap PP
Tempat, Tanggal lahir P R B P 834820 S S B e B e
Jenis Kelamin L e
Nomor Identitas (KTP) L e e
Alamat / Telepon B b bt i s i i s e
Lokasi PKL Yang Dimohon B pfimsre wios e e e o B i e

Dengan ini menyatakan belum memiliki tempat usaha di wilayah

Kabupaten Demak untuk saya gunakan sebagai tempat dagang.

Apabila surat pernyataan ini tidak benar, saya bersedia diberikan sanksi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat

digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, ..ocoviiiiiiiiiiii e,
Yang membuat pernyataan

Materai
Rp10.000

.................................

Tanda tangan , nama terang
dan ditempeli materai secukupnya




D. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN LAINNYA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN LAINNYA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

1. Nama Lengkap e
2. Tempat Tanggal Lahir Mk 0 180 78 L R 0 6 1 e i
3. Jenis Kelamin B 3R 6 e A A A0 148 8 B e B i 2
4. Nomor Identitas (KTP) B e 0 R 3 e i v A R e R R
S. Alamat / Telepon B o 0 K 65 8 1 e R 1 R S
6.Lokasi PKL Yang DimohOn  : ...........oooooiiiiiiiiiiiiiai

Dengan ini menyatakan SANGGUP untuk :
1. Tidak memperdagangkan barang ilegal
2. Tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada
ditempat atau lokasi PKL
3. Tidak memindah tangankan Surat Izin Pedagang Kaki Lima kepada pihak
lain.
4. Mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL tanpa
menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila :
a. Lokasi dimaksud sewaktu - waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan
kepada fungsinya;
b. Lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan;
c. Setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
Apabila saya melanggar surat pernyataan ini, saya bersedia diberikan sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, ......ocoovvvviininnanen.
Yang membuat pernyataan

Materai
Rp.10.000

..............

Tanda tangan, nama terang
dan ditempeli materai secukupnya

NO JABATAN PARAF BUPATI DEMAK,
1 | SEKDA
2 | Plt. ASISTEN I
3 | Plt. KABAG HUKUM
4 | KA DINDAGKOP EISTI’ANAH
UKM




I\ S&W digunanens 9l §0\125
Wazy |, Liga digunaron Tovns

o Peabi\y Yerdod Wecvakas MIRG
T 98Anwal Pada ?‘W‘"""d“"”
“WwiaCte

Vv

RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMA

NOMOR ... TAHUN 2
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN-DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penataan
Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu disusun
petunjuk  pelaksanaan sebagai  pedoman teknis
pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki
lima;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penataan
Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
A”.V\oﬂ\'\ w é/7—07"5 r.3 Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

é—' Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
A;v\y\!\ uv é/"'o% Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pen
Ruang (Lembaran Negara Republi donesia Tahun 2007
Nomor 68 ambahan Lembaran Republik

Indonesia Nomor 4725);




Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-uUndangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua ktas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang
Koordinasi Penataan dan Penyelenggaraan Pedagang Kaki
Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 291);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Demak (lembaran Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan @an Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

Daerah Kabupaten Demak Nomor

Rencana Pemban

ak Tahun 2016

un 2016

Tahun 201
Menengah Daerah Kabup

emak Nomor 11);

Q) ¥7Z. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019
tentang Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan
Masyarakat, (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun
2019 Nomor 4);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021
tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima,
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021
Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN—DEMAK NOMOR 8
TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Demak.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Demak.

w



10.

11.

12,

13.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Dinas adalah
OPD yang membidangi urusan penataan dan
pemberdayaan PKL di Kabupaten Demak.

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL
adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan
dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun
tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas
sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik
pemerintah dan/atau swasta yang bersifat
sementara/tidak menetap.

Penataan PKL adalah wupaya yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan
untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban
dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan
kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi,
keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara
sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan
pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu
tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas
usahanya.

Izin Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Izin
PKL, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang
ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL
sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan
pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan
Pemerintah Daerah.

Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL
yang berada di lahan dan/atau bangunan milik
Pemerintah Daerah dan/atau swasta.

Lokasi Permanen Pedagang Kaki Lima (Zona Hijau/Zona
Zero Growth Pedagangan Kaki Lima) yang selanjutnya
disebut Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona Zero
Growth PKL) adalah lokasi-lokasi yang telah dibatasi
jumlah PKL nya dan tidak boleh ada penambahan jumlah
PKL di lokasi tersebut.

Lokasi Sementara Pedagang Kaki Lima (Zona Kuning
Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi
Sementara PKL (Zona Kuning PKL) adalah lokasi-lokasi
yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL dengan
dibatasi oleh batas waktu buka usaha pada jam - jam yang
telah ditentukan.

Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan
peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah
daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.



— et e

14.

Lokasi larangan Pedagang Kaki Lima (Zona Merah/Zona
Bersih Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut
Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL)
adalah kawasan ruang wilayah perkotaan yang tidak
diperbolehkan untuk PKL berjualan.

BAB II
PENETAPAN LOKASI PKL

Pasal 2

Lokasi PKL terdiri atas:

a.
b.

(1)
(2)

lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 3

Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a merupakan lokasi binaan.
Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
terdiri a‘g{i}% e
a. lokasi*PKL yerTg Dersifat—permanen (Zona Hijau/Zona
Zero Growth PKL); dan

.;%‘“hw s .
b. Jokasi’PKL vang-bersifat sementare (Zona Kuning PKL).
Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b merupakan
lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

,,«J’A Pasal 4

W . y
Lokasi PKL yang-perstfat-permanen (Zona Hijau/Zona Zero

Growth PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang
diperuntukkan sebagai tempat usaha.
R Qe (O ; ..

Lokasi PKL yang hersifat-permearen (Zona Hijau/Zona Zero
Growth PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf a, dilengkapi dengan aksesabilitas, dan
sarana prasarana antara lain berupa fasilitas listrik, air,
tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan toilet

UMUITL g U

Lokasi'ﬁDKL yang bersifat-permanes (Zona Hijau/Zona Zero
Growth PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (2) huruf a, diarahkan untuk menjadi kawasan atau
pusat-puseat jenis dagangan promosi dan produksi
unggulan daerah.

L asanse . .
LokasiPKL yang bersifat—sercrtara (Zona Kuning PKL)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b
merupakan lokasi tempat berjualan PKL yang waktu buka
usahanya dibatasi pada jam-jes-yang telah ditentukan.



(5) Penyelenggaraan acara/event tertentu oleh swasta
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mempunyai
izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) PKL yang memiliki Izin PKL dilarang berjualan di Lokasi
Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(7) Jika PKL yang memiliki Izin PKL, berjualan di Lokasi
Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih  PKL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Izin PKL nya
dapat dicabut.

(8) Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(9) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
dan Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
(PKL) Kabupaten Demak melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona
Bersih PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya dalam satu tahun atau sewaktu-
sewaktu sesuai kebutuhan.

BAB III
PENDATAAN PKL

Pasal 6

(1) Pendataan PKL dilakukan berdasarkan:
a. identitas PKL;
b. lokasi PKL;
c. jenis tempat usaha;
d. bidang usaha; dan
e. modal usaha.
(2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai dasar untuk penataan PKL.

Pasal 7

(1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf a berdasarkan identitas pribadi PKL.

(2) Identitas pribadi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dibuktikan dengan pKartu gf¥anda ®enduduk, Kartu

pKeluarga atau dokumen kependudukan lainnya sesuaidengon

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Identitas pribadi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikategorikan sebagai berikut: Onsrns I
a. PKL yang memiliki ‘Kartu “Kanda ‘I?enduduk Kebupaten

Besmealer



b. PKL yang memiliki Kartu Janda ¢Renduduk selain
Kabupaten Demak yang berdomisili di wilayah
Kabupaten Demak, dibuktikan dengan surat
keterangan dari pemerintah desa/kelurahan setempat
sesuai domisilinya;

BAB IV
PERIZINAN PKL

Pasal 8
(1) Setiap PKL wajib memiliki Izin PKL. Decangleon,
(2) PKL mengajukan permohonan lIzin PKL kepada Dinas
SBeteah  Yomg Gaco ey y< '\‘b: A, Pecdy u“- i dan

’

(3) Izin PKL berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal
diterbitkan dan dapat diperpanjang.
(4) Dalam hal masa berlaku Izin PKL yang sudah habis, PKL

(5) Pelanggaran terhadap kewajiban memiliki Izin PKL
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi
administraﬁi\:berupa:

a. teguran lisan; dan
b. teguran tertulis.
R e A

(1) Permohonan Izin PKL “pedng—sedikit haras melampirkan
berkas permohonan sebagai berikut:

a. kartu tanda penduduk;

b. kartu tanda anggota pagtiéruban PKL;

c. pas photo terbaru‘(“'g\é\;warna ukuran 4 x 6 cm
sebanyak 2 (dua) lembar;

d. mengisi formulir yang memuat tentang:

nama;

alamat/tempat tinggal/lama tinggal;

bidang usaha yang dimohon;

tempat usaha yang dimohon,;

waktu usaha;

perlengkapan yang digunakan; dan

jumlah modal usaha.

e. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki
tempat usaha;

f. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk
menjaga keindahan, ketertiban, keamanan,
kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas
umum; dan

g. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:

1. tidak memperdagangkan barang ilegal;

Bl A



2. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi
serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
3. tidak memindahtangankan Surat Izin PKL kepada
pihak lain; dan
4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau
menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut
ganti rugi dalam bentuk apapun apabila:
a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan
atau dikembalikan kepada fungsinya;
b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan;
dan
c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi
usaha kecil.
h. Surat pengantar atau keterangan domisili dari Kepala
Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat dimana
lokasi PKL dimohon.

— A \Lagpa™matn A‘."W‘)d
(2) Mpermohonan Izin PKL L : pada ayat (1) Lecotvn™

3 : Yo . .
Ao\msebaga-rman& terlampir 9&%‘“;&%@ tidak terpisahkan Aac
pada Peraturan Bupati ini.

BAB IV
UKURAN TEMPAT USAHA PKL

Pasal 10

Jenis tempat usaha PKL dan ukurannya adalah sebagai

berikut:

a. ogkelaran dengan ukuran maksimal 2 (dua) x S (lima) meter
atau paling luas 10 (sepuluh) meter persegi;

b. |Eesehan dengan ukuran maksimal 2 (dua) x 5 (lima) meter
atau paling luas 10 (sepuluh) meter persegi;

c. tfenda dengan ukuran maksimal 2 (dua) x 5 (lima) meter
atau paling luas 10 (sepuluh) meter persegi;

d. s$helter dengan ukuran maksimal 2 (dua) x 5 (lima) meter
atau paling luas 10 (sepuluh) meter persegi;

e. Oerobak dengan ukuran paling panjang 1,5 (satu koma
lima) meter, lebar 1 (satu) meter dan paling tinggi
1,50 (satu koma lima) meter.

f. Kendaraan roda 2 (dua);

g. Wfendaraan roda 3 (tiga); dan

h. u.:]?\endaraan roda 4 (empat).

BAB V
PEMINDAHAN PKL

Pasal 11

(1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan
dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke
tempat/lokasi yang sesuai peruntukannya.



(2) Pemindahan/relokasi PKL sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk mengembalikan fungsi sesuai
peruntukannya dan meningkatkan fungsi sarana.

(3) Sebelum dilakukan relokasi PKL, Pemerintah Daerah
melaksanakan pendataan PKL dan sosialis Si}f&g’f‘d% PKL. Jo #tC)

(4) PKL yang akan direlokasi ke tempat barw’4dalah P ngrg'gg?' A
telah terdata di lokasi sebelumnya dan diutamakan yang
mempunyai Izin PKL.

(5) Pemindahan lokasi PKL dilakukan berdasarkan lokasi

yang telah ditetapkan untuk PKL.

BAB VI
PEREMAJAAN LOKASI PKL

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi
PKL pada Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona Zero
Growth PKL) untuk meningkatkan fungsi prasarana,
sarana dan utilitas kota serta kualitas lingkungan.

(2) Mekanisme dan tata cara Peremajaan lokasi PKL
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai
berikut:

a. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Demak mengadakan sosialisasi
tentang rencana peremajaan lokasi PKL sekurang-
kurangnya 2 (dua) bulan sebelum waktu peremajaan;

b. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Demak melakukan pendataan
terhadap seluruh PKL yang menempati lokasi yang
akan diremajakan;

c. Dalam hal peremajaan yang akan dilakukan
berdampak pada kegiatan usaha PKL, Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Demak menyiapkan lokasi tempat usaha
PKL pengganti sementara,

d. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Demak melakukan peremajaan
lokasi PKL;

e. Setelah peremajaan selesai, Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Demak menempatkan kembali PKL ke lokasi semula;

f. PKL yang menempati lokasi pengganti sementara wajib
menempati kembali lokasi PKL semula paling lama 3
(tiga) bulan setelah selesai peremajaan,;

g. PKL yang tidak bersedia pindah ke lokasi PKL semula
sebagaimana dimaksud dalam huruf f, akan dikenai

sanksig¥gnistra+i €
h< Pada lokasi peremajaan lokasi PKL dipasang papan

} informasi jangka waktu proses peremajaan.
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BAB VII
PENGHAPUSAN LOKASI PKL

Pasal 13

(1)

KL sebagaimana
dimaksud dala au lokasi-lokasi tersebut
ternyata menggan entingan umum, keamanan dan

menghapus lokasi PKL.
(2) Mekanisme penghapusan lokasi PKL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Dinas—Perdagangen—Koperasi, Usaha—Keeil—dan—
MerrengatrKabupaten Demak melakukan pendataan
terhadap seluruh PKL yang menempati lokasi PKL yang
akan dihapus;

b. D;ga_sf—Perdag&ngan—{éepe-pas;,—U-sa-h&—KeG%L—da-n

¢ [
Menengah Kabupaten—Demeak mef[gaé(é‘-ﬁa-a- sosialisasi
tentang rencana penghapusan lokasi PKL sekurang- @aling lan

kurangaya 2 (dua) bulan sebelum waktu penghapusan;

c. Binas—Perdagangan, Koperasi, —Usaha—Kecil —dan
Menengah Kabupaterr  Demak menyiapkan lokasi
tempat usaha PKL pengganti lokasi PKL yang akan
dlhapus; Dhing o | () Dlav Lyl o, uyiabhan |okos; Pedo,

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil~ttan

Menengah Kabupaten Demak melakukan-relokasi PKL

ke lokasi pengganti bagaimana dimaksud pada

huruf c, se

%

\ 3 o $p hagerimana
o4 hetdBlthn penghapusan lokasi PKL derréa‘n
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BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

L Pasal 14
Usaha Kecil dan Menepgah
'y - )
d Pt 2K1 Lima
) Bugar mebkokoan  Prmbineon 30 : .
VW:AWM Lechadog fylaksmaom ( 28 embmaan te;iidap

o 300 pombscpny
l;‘:(ﬁ:‘*“" | (2) Pembmaan sebagaimana dxg

a. ﬁéendataan PKL;

b. Rosialisasi j
pemberdayaanAKL;

c. ‘,‘Rerencana 7 dan penetapan lokasi binaan PKL;

d. "?éoordinas dan konsultasi pelaksanaan penataan dan
pemberdayaan PKL;



= bﬁimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
)@engembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan
masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL;
dan

g. %onitoring dan evaluasi.

Pasal 15

(/—‘\———'——‘ (1) Dinas Per
Menengah dan Tim
Pengpwason 4%008aimona Liwabssd Kaki  Lim ten Demak melakukan
Yolew 254\ |U ayot (V) Ji\ekspmaga Pe asan terhadap pelaksanaan iatan penataan dan
N Qiconavot Datcal yongy pemberdayaan PKL ave dimeusud fo0s OWE )
menSelengApcanon VEssoN (2) Pengawasan y&ng-drta-k&kan mehpttiterepa

femeesaton 3 1idouy quessgs 8- \»ﬁe"ahdan datf PkIde’ 1 o 4
engawasan terhadap penyelenggaraan penataan dan
otems: » VPP koo som. sasstrf °\pemberdayaan PKL. ’
C V‘Kelancaran pelaksanaan sosialisasi kebijakan tentang
penataan dan pemberdayaan PKL;
d. QI‘?éngawasan terhadap pelaksanaan bimbingan teknis,
pelatihan, supervisi kepada PKL;
Q?engawasan terhadap kemitraan dengan dunia usaha
dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan
PKL; dan
£l ‘If’engawasan terhadap ketertiban, kebersihan dan
kepatuhan PKL di lokasi binaan PKL.

n dan Pemberdayaan Pedagang

BAB IX
PENGHARGAAN PKL

Pasal 16

(1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada PKL yang
melaksanakan kewajiban dan menjalankan peraturan
yang berlaku serta menjaga ketertiban, melakukan inovasi
dan melestarikan lingkungan hidup.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:

a. pemberian bantuan sarana prasarana perdagangan;
b. diikutkan dalam pameran, expo atau bazar; atau
c. piagam penghargaan.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

NO JABATAN PARAF BUPATI DEMAK,
1 | SEKDA
2 | Plt. ASISTEN I
3 | Plt. KABAG HUKUM
4 | KA DINDAGKOP EISTI’ANAH
UKM

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR



